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PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di bab sebelumnya, dapat di
simpulkan bahwa pengaturan perlindungan masyarakat sebagai pemegang hak
atas lingkungan yang baik sebagai bagian dari HAM sudah cukup memadai
tetapi belum komprehensif. Regulasi mengenai hak atas lingkungan sudah
tertuang dalam Pasal 65 angka (1) UUPPLH dan Pasal 9 ayat (3) UU HAM tetapi
dalam konteks perlindungan hak atas lingkungan sebagai bagian dari HAM
belum utuh karena belum dikoneksikan dengan ketentuan dalam UU HAM dan
UU Peradilan HAM.

Pengaturan Perlindungan masyarakat masih belum komprehensif
dikarenakan belum ada ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan
kelembagaan yang secara khusus yang dimaksudkan untuk melindungi
masyarakat tentang hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Meskipun sudah
ada berbagai lembaga yang menangani kasus-kasus lingkungan seperti BPLH,
komnas HAM, LSM, dan sebagainya, namun, lembaga-lembaga ini masih belum
cukup efektif dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat, karena

memiliki prosedur yang berbeda-beda.
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B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengamandemen UUPPLH, UU HAM, serta UU
Pengadilan HAM agar ketiga regulasi tersebut lebih sinkron.
Amandemen ini harus mencakup pengakuan secara eksplisit bahwa
pencemaran lingkungan merupakan pelanggaran HAM sehingga dapat
diproses melalui mekanisme peradilan HAM.

2. Pemerintah perlu menambahkan ketentuan mengenai ekosida dalam UU
HAM sebagai kejahatan yang setara dengan pelanggaran HAM berat.
Hal ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum serta
memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku pencemaran
lingkungan.

3. Pemerintah perlu memberntuk kelembagaan khusus yang bertanggung
jawab dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan. Lembaga
ini diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan dalam penegakan
hukum lingkungan, termasuk lemahnya koordinasi antara aparat
penegak hukum, kemeterian terkait, dan lembaga peradilan, sehingga

proses penangan kasus dapat lebih efektif dan berdaya guna.
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